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BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian hasil penelitian dan analisa yang telah

dilakukan penulis, maka dapat diperoleh suatu kesimpulan dari permasalahan

yang ada yaitu :

1. Tindakan yang diambil oleh Polisi terhadap warga sipil yang

menyalahgunakan senjata api antara lain :

a. Tindakan Preventif

1) Melakukan upaya pengawasan dan pengendalian bagi

masyarakat dan POLRI yang memperoleh ijin memegang

senjata api.

2) Melakukan kordinasi dengan pihak lain seperti kejaksaan

dan sebagainya

3) Melakukan operasi khusus setiap enam bulan sekali.

4) Melakukan registrasi ulang bagi pemilik senjata api.
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b. Tindakan Represif

Melakukan penangkapan dan memproses secara hukum

terhadap pelaku kejahatan yang menggunakan senjata api

dan mengungkap jaringan peredaran senjata api.

2. Kendala Kepolisian dalam menangani penyalahgunaan senjata api

ilegal oleh warga sipil, yaitu :

a. Belum semua anggota masyarakat memberikan respon

positif untuk mendukung upaya Polisi dalam memberantas

peredaran senjata api ilegal.

b. Masih adanya beberapa oknum Kepolisian yang terlibat

dalam peredaran dan penggunaan senjata api ilegal.

c. Adanya perdagangan senjata api meskipun secara

terselubung.

B. Saran

Beberapa hal yang dapat dijadikan saran sehubungan dengan hasil

penelitian yang dilakukan penulis mengenai peranan dan tindakan Kepolisian

terkait dengan penyalahgunaan senjata api ilegal yang dilakukan oleh warga

sipil, yaitu :
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1. Peranan masyarakat untuk lebih aktif dalam memberikan informasi

mengenai peredaran senjata api ilegal sangat dibutuhkan aparat

Kepolisian dalam melakukan pengawasan dan pengendalian

penggunaan senjata api.

2. Dibentuknya badan khusus yang menangani peredaran senjata api

gelap dilingkungan wilayah hukum Negara Republik Indonesia.

3. Memperketat wilayah perbatasan Republik Indonesia yang diduga

sebagai masuknya senjata api ilegal ke wilayah hukum Negara

Republik Indonesia.
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